
 

 

BUPATI BONE 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI BONE  

NOMOR 80 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG 

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH, 

PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI BONE, 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan  

Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga 

Satuan Regional; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 

61 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat 

Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 

Tidak Tetap serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bone 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 

Korupsi, Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4286) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 



Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Udang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 ( Covid-19) dan /atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4400); 

  5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–

Undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 

2 tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang–

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

   6. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lemaran Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897); 

  7. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7067); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

  9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 



telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112);  

 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105)  

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

 12. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 12 P/HUM/2024 

menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

53 Tahun 2023 tidak sah dan tidak berlaku  secara 

umum 

 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 

10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 

8); 

 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 

8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 

2015 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 61 TAHUN 2024 

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA / 

PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI 

TIDAK TETAP SERTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE, 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati 

Bone Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat 

Negara/Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap 

serta Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor 

62) diubah sehingga berbunyi sebagaimana dalam lampiran I dan 

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 








